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PUTUSAN
Nomor 274/Pdt.G/2016/PA EKk.

PGS VG 1 P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
lbu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang,

selanjutnya disebut Penggugat;

melawan
TERGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang,
selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23
September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Enrekang dalam register dengan Nomor 274/Pdt.G/2016/PA.Ek. yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
melangsungkan perkawinan pada Jum'at tanggal 16 Oktober 2009,
sebagaimana  Duplikat Kutipan Akta  Nikah  Nomor B-
037/Kk.21.20.04/PW.01/10/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 24 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah

orang tua Penggugat di Baraka dan rumah orang tua Tergugat di Mampu
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selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sudu selama 2
tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah
dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT, umur 5 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan
Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis
karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan antara lain :

a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada
Penggugat karena Tergugat sendiri yang mengatur dan memengang
nafkah yang didapat oleh Tergugat

b. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan / selingkuh dengan

perempuan lain

c. Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat walaupun
hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

d. Bahwa Penggugat hanya bisa bersikap sabar mengingat anak
Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan demi mempertahankan

keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat
sendiri dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri yang
hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih hingga sekarang.
Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara
Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
komunikasi;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tagga
tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap
Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup
bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan

perceraian;
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7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan
hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk
memerintahkan  kepada Panitera  Pengadilan Agama  Enrekang
menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat
Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat
mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai
berikut:

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap
Penggugat, PENGUGAT;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten

Enrekang,

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus
orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas
panggilan tanggal 08 Nopember 2016 Tergugat telah dipanggil secara sah dan
patut untuk hadir di persidangan sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya

tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;
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Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan
memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk
bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-
037/Kk.21.20.04/PW.01/10/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXX tanggal 24 Oktober 2016, yang bermeterai cukup dan
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ( Bukti P );

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan
bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara

persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT dan kenal
Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah
dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi
di Baraka lalu pindah ke rumah kontrakan di Sudu;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah  dua kali melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar bahkan disertai pemukulan;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya tanpa saling

memperdulikan lagi;
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- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

2. SAKSI Il, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGUGAT dan kenal
Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah
dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Baraka lalu pindah ke Sudu;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
namun saksi pernah melihat bahu dan wajah Penggugat memar menurut
Penggugat akibat dipukul Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya tanpa saling
memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan

Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan

mohon putusan;
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Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan kepada dalil Penggugat
sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan
Agama Enrekang, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1)
hurup (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama

Enrekang berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun
membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua
kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak
dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakillkuasanya meskipun Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis

berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak tidak membantah dalil-
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dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg Perkara

ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada
pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dn Tergugat saat ini sudah
tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada
Penggugat karena Tergugat yang mengatur keuangan keluarga selain itu
Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar dan
memukul Penggugat dan puncaknya pada bulan Januari 2014 Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi
selama 2 tahun lamanya sehingga Penggugat tidak sanggup lagi

mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis

pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh Penggugat
di persidangan yaitu berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana Penggugat dan
Tergugat melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta isi dan
maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai

nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai

suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Nopember 2009 sehingga majelis
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menilai Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan
perceraian terhadapTergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat
pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat
dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
penyebabnya karena Tergugat berselingkun dan melakukan kekeraraan
terhadap pg akibatnya saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya tanpa pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga
sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi

merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang
berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya,
sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagai bukti sehingga dapat dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai
ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan
dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 16 Oktober 2009;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun
sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disertai kekerasan;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

selama lebih dari 2 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi
pecah (broken marriage) yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan adalah adanya
fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama lebih dari 2 tahun lamanya tanpa saling melaksanakan hak dan
kewajiban sebagai suami isteri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal
telah diupayakan majelis dan pihak keluarga namun Penggugat tetap

bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak
mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan
dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan
maslahatnya jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat dipertahankan,
karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat
dipersatukan lagi. Hal ini sesuai dengan VYurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 534K/AG/1996 tertanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al -quran
Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi, artinya: “ Dan diantara tanda-tanda
kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya
diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikan itu benar
benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir’, dan maksud tujuan
perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang
berbunyi: “..... membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ¢ tujuan perkawinan tersebut sudah

tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan
rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti
yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan
menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq yang
diambil alih menjadi pendapat majelis dalam memutus perkara ini yang
menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah
dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat
perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam
penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan
yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini
sesuai maksud kaidah fighiyah yang berbunyi:

CJLAAX\ L_ﬂ; ‘_Ar_ eﬁa RVRE| s )l

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar
dan beralasan hukum untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata

ketidak hadirannnya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut
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hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan
hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg, perkara ini diputus
dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang diambil
alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

A By allh ged CaalgCpalall alSa (e aSla ) 20 e

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat
selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang
pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( ¢ )
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in shugraa

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini
setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;
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Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang

bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap
Penggugat, PENGUGAT;

4. Memerintahkan  Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus
duapuluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada
hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15
Shafar 1438 Hijriah oleh kami, Drs.H. Muhd Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila
Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut serta dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

Laila Syahidan, S.Ag Drs.H. Muhd Jazuli
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Hakim Anggota

Yusuf Bahrudin, S.HI. Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin
Perincian Biaya Perkara :

1. BiayaPendaftaran . Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 230.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai . Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah )
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